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PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Buk.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN
MOROWALLI, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
MOROWALI UTARA, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3
Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan
Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Buk. tanggal 2 Juli 2018 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 07 Februari 2007 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama
KABUPATEN MOROWALI UTARA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor 185/ 06/ 11/ 2000 tanggal 07 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua
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Pemohon, kemudian pindah kerumah pribadi dan terakhir Pemohon dan

Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di KABUPATEN MOROWALI;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak di karuniai
keturunan/anak

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan ;
Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon
adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi
sejak tanggal Januari 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut adalah:

a. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain
yang bernama PIL.

b. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai
keturunan/anak.

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi pada tanggal 02 Nopember 2017 dan sejak saat itu, Termohon
pergi meninggalkan rumabh;

5.4 bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal / pisah ranjang selama kurang
lebih 8 (delapan) bulan lamanya, yakni sejak tanggal 02 Nopember
2017 sampai sekarang;

6. Bahawa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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PRIMER :

1. Mengabullkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSUDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon dengan maksud dan isi permohonan ada perubahan pada poin 1
‘bahwa tahun pernikahan sebelumnya tahun 2007 menjadi tahun 2000 dan
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tahun 2007 menjadi tahun 2000;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisisli Nomor 048/050/DS-IPI/VII/2018 an.
PEMOHON, vyang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN
MOROWALI, tanggal 2 Juli 2018. Bukti tersebut diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
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sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf,
tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/06/11/2000, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN
MOROWALI UTARA, tanggal 7 Februari 2000. Bukti tersebut diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian
diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi:
1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah
namun saksi lupa tahun menikahnya dan belum dikaruniai anak;

- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon
awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah
ke rumah Pemohon dan Termohon dan terakhir tinggal di rumah saksi di
IPI;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun
dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015, sudah tidak rukun lagi;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain
bernama PIL teman kerja Termohon di Sekolah;

- bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Termohon
sedang duduk di dermaga KABUPATEN MOROWALI bersama dengan
PIL dan sering juga berjalan bersama, bahkan sudah pernah di panggil
untuk di nasehati di Dinas Pendidikan;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2017 yang lalu hingga sekarang, Termohon yang pergi
meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak itu
Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menemui;
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- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak
berhasil,

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah
menikah di KABUPATEN MOROWALI UTARA di rumah orang tua
Termohon namun saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saksi tidak
hadir dan belum dikaruniai anak;

- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon
awalnya tinggal bersama di rumah kakak Pemohon di KABUPATEN
MOROWALI  kemudian pindah ke KABUPATEN MOROWALI untuk
bekerja;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun
dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, sudah tidak
rukun lagi sampai sekarang;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain
bernama PIL teman kerja Termohon di Sekolah;

- bahwa saksi mengetahui karena saksi dengar dari keluarga di Jawi jawi
kalau Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2017 vyang lalu hingga sekarang, Termohon yang pergi
meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak itu
Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menemui;

- bahwa Pemohon dan Termohon pernah di nasehati oleh keluarga gnamun
tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang
menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada

berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak
bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar
Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi)
Pengadilan Agama Bungku dan berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan
Domisisli), benar Pemohon juga bertempat tinggal / berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Bungku, maka oleh karena itu telah tepat
permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon
harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Bungku, berwenang
menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1)
RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis
Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara
langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga
dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan
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ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis tidak
berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal
33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar
menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon menjalin
hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan selama
menikah, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan/anak dan
puncaknya pada tanggal 02 Nopember 2017 sampai sekarang Pemohon dan
Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-
masing sebagaimana layakya suami isteri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di
persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil
permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut
benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti tulis berupa
surat yang ditandai dengan (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisisli
dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Alat-alat bukti tersebut
merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa
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fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan
Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang
telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu
Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991,

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh
Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran (Vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk
memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat
dengan Pemohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon
dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di
persidangan masing-masing bernama SAKS|I PERTAMA dan SAKSI KEDUA,;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-
masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling
bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang
diajukan oleh Pemohon, serta semua keterangan dari Pemohon dan serta
semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :
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- Bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum
perkawinan yang sabh;

- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Temohon
telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang dan tidak
pernah kumpul lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga serta majelis hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
terbukti sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan
tahap akhir persidangan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup pisah
tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak
berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut
membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi tidak berhasil
menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, dan Pemohon
tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menujukkan
bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak
selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali
dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui
perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo,
tidak berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup
lama antara Pemonon dan Termohon telah cukup menjadi bukti bahwa antara
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Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, begitu pula Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana juga dikehendaki oleh Al-
Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan
menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan
bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan
tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari
Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian
penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak
adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri
sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan
saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon
tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon
diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al

Bagarah ayat 227, yang diambil alih menjadi pendapat Mejelis Hakim, yaitu :

p_é_l_cwd\ﬂiug_ed}{_}a_ﬂ lgo0ye (Gl

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta
memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan
hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149
R.Bg., dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli
hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih sebagai
Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

Al ) Sla dae o ol ) ek 5oaa

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau

tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh
diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena
permohonan a quo telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya
sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka
berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan keduanya belum pernah
bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak
yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj’'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Bungku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari
H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni,
S.HI.,M.H. dan Massadi, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh
Isma Katili, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.,M.H. H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag.
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Perincian Biaya :

Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
Proses ' Rp. 50.000,-
Panggilan ' Rp. 675.000,-
Redaksi ' Rp. 5.000,-
Meterai ' Rp. 6.000,-
Jumlah ' Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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